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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Jalan Serbelawan—Bahapal di
Kabupaten Simalungun yang mengalami kerusakan berat dan tidak mendapatkan
pemeliharaan yang memadai selama 11 tahun. Jalan sebagai infrastruktur vital
memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang,
serta pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kondisi jalan yang rusak parah justru
menimbulkan hambatan aktivitas ekonomi dan meningkatkan risiko kecelakaan
lalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum
Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan Jalan Serbelawan—Bahapal berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian ini juga bertujuan
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bentuk-bentuk tanggung jawab
Pemerintah Daerah serta menilai sejauh mana pelaksanaannya telah memenuhi
kewajiban pelayanan publik kepada masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
yuridis empiris dan sifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah daerah, dan penelitian
terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan
antara kewajiban hukum Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pemeliharaan jalan
di Kabupaten Simalungun. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh
terhadap pemeliharaan jalan, namun dalam kenyataannya kewajiban tersebut belum
dilaksanakan secara optimal. Kondisi jalan yang rusak parah mencerminkan
lemahnya perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pengawasan dalam
pemeliharaan infrastruktur. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya
pengawasan, dan rendahnya komitmen pemerintah daerah menjadi penyebab utama
tidak efektifnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran,
memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan komitmen dalam
menjalankan kewajiban pelayanan publik. Selain itu, diperlukan partisipasi
masyarakat dalam mengawasi dan mendorong transparansi agar pemeliharaan
infrastruktur jalan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi
keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
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